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Lampiran 5 Q=
Lehwal ¢ Pernjataan sebagai
pogawai tetap.- Disanpaikan kepada :
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1. Koordinator Pemerintahan untuk st jeh di
Kutaradja, (10 cksemplar) ) ,

2. vemua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di bu-
matera ‘imur dan Tapapuli, ,

3. Yemua Wali Kota Besar/Ketjil di Propinsi ou-
natera Utara

L. Demun Kapalné Djawatan Utonoom Propinsi “u-
nmatera Utara,

untuk dimakluni,

a Daerah Propinsi
Ugara,
an Urusan Pegawai,



Shh.
KEKBMEBENDT BRI AN DAL AN §NEGHRBX
‘ DA KA R T AL
SEGER A.
Kepada
D.P.D.S3. Propinsi Djawa Tengah
di
S EMARATNG.
Tembusan kepada:
1. Semua D.P.D./Gubernur Kﬂpala
Daerah Propinsi.
2., D.P,D. Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. D.F.D. semua Kabupaten/Kota.
4, B.P.H.Kotapradja Djzkarta-Raya.
5. XKantor Urusan Pegawai.

No. Des.32/4/30. Tanggal: 12 OKTOBER 1953. Lampiran: 8,
PERTHAL: Pernjataan sebagai pegawai tetap. '
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Menarik surat Saudara tgl.l6-9-1953 No.Peg.2/1/10-c dan un-
tuk mendjawab pertanjaan? jang dikemukakan dalam surat Saudara
tgl.3-2-1953% No.Peg.2/1/10, dengan hommat dipermaklumkan seperti
berikut.

1. Meskipun Undang-Undang pensiun No.20 tzhun 1952 tidak mem-
beda-bedakan lagi pegawal tetap don pegawal scementara mengenal
haknja untuk mendapat pensiun, namun sampai kini masih terdapat
bebe rapa peratursn Pemerintah jang terus mengadakan perbedaan
dalam kedudukan hukum antara pegawai tetap dan pegawal scmentara.

Dengan adanja Undang-Undang pensiun tsb, kedudukan pegawal
sementars jang ditetapkan dalam berbagai peraturan Pemerintah
(ketjuali dalam hal haknja atas pensiun), selama tidak adz pene-
tapan lain, tidak berobah,

Ketentuan ini kami dasarksan atas surat-edaran Menteri Urusan
Pegawai dahulu tg1.11-11~1952 0.M.25-3%-27/4w.214-42 jang telah
dikirim kepada Semua Gubernur, Residen/Residen Koordinator, Bupa-
ti, Wali Kota dan Kepalq Daerah lstimewa Jogjakarta dengan surat
kami tgl.3-1-1953 Jo.UP.22/1/16 dan untuk memudahkan bersama ini
dilampirkan salinannje.

2 Berhubung dengan ketontuan dimoksud diatas ini, maka pene-
tapan suratl-putusan tenteng pernjatasn sebagai pegawal Negeri
tetap menurut P.P.No.59 tehun 1951 perlu diselenggarakan terus,
sesual dengan ketcgasan dalam surat Menteri Urusan Pegawail dahu-
lu tgl.3~1-1953 No.A 23-1-20/Aw.3-38,

e Adapun mengenal istilah "pegawail Negeri! dalam Peraturan
Pemerintah No. 19/1952 tentang pensiun-djanda dan tundjangan anak
Jatim-piatu, olch Menteri Keuangan dengan suratnja tgl.20-4-1953
No.71808/U.P. telah dikemukzkon usul kopada Perdana Menteri untuk
diadakan perubahan dalam Peraturan Pcmerintah tsb. berhubung de-
ngan Undang-Undang pensiun No.20/1952 itu, sedemikian hingge Per-
aturan Pomerintah itu hanja berlaku begi pegawai Negeri tetap.

Oleh Kementerian tsb. telah diberitahuken pula kepada semsa
Kepala Kantor Perbendaharsan dengan kawatnja tgl.2-4-1953 No.424,
bzhwa untuk sementara dari gadji pegawai Negeyi sementara tidak
aken dipotong iuran2 gun- dana pensiun djanda/anak jatim-piatu.

Salinan d=ri surat dan kawat Menteri Keuangan jang dimaksud

tadl telah dikirim kopada semus Gubernur, Residen, Bupatd dan
vy o FRCHIE & it TR, e (et b i e v e i T g T n i~ gt R o L T R L) Rty
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4. Kami mengharap sudilah kiranja Dewan Saudara memperhatikan
hal2 jang dimeksud diatas untuk dipedomeni bagi pegawai?2 daerah
dan memberikan pendjelasan seperlunja kepada Pemerintah2 Daerah
dalam Propinsi Djawa-Tengah untuk menghilangkan keragu-raguan
terhadap soal dimaksud.

o Kescmpatan ini kami pergunakan pula untuk mengirimkan kepada
Dewan Saudare salinan surat Wali Kota Salatiga tgl.28-1-1953 No.
UP.Kk 1/90 dengan harapan agar surat tsb. dianggap seperti ditu~-

d jukan kepada Dewan Sauwdara, la rena surat penegasan Menteri Urusan
Pegawai dahulu tgl.3-1-1953 No.A 23-1-20/Aw.3-38 jang dimaksud
telah kami sampaikan kepada Dewan Saudara dengan surat kami tgl.
20-1-1953 No.Des,32/1/8,-

A.n.Menteri Dalam Negeri,
k. Keoala Baglan Otonomi dan Desentrallsa51,
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KEMENTER I AN DALAY BEGCERT
: ' DJAKA&AaRTA,

Kepada
1. Senitee Gu'b &ar nul,
P Residen/Residen &oordlnator.
‘. " Bupatl .
ﬁ. R Wali Kota.

He Kepala Daerah Istimewa JogJakarta.

‘No,UP.22/1/16. Tanggdl: % Djanuari 1953, Lampiran: 1 (satu).
PERTHAL: Surat-edaren Kementerian Uruan '
‘ Pegawai , tentang Undang2 pensiun,
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Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran
Menteri Urusan Pegawal tanggal 11 Nopember 1952 No,M.25-33-27/Aw.
214 -li2 tentang hél jang tersebut pada pokok surat ini, unbuk di-
meklumi dan didjadikan pedoman seperlunja (lihat surat kami teng-
gal 3 NOpember 1952 Nol.UP.22/137 36.- )

«n,Menteri Dalam Negeri,
Kep la Eagian Pegawai' y

-_-__.._

(M A.MUCHTAR) h g 3%
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KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI ' DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952,
DJALAN KRAMAT RAYA 132

DI DJARKARTA,

S R e e D e e S Kepada
No'.M.25-55-27/Aw.214-&2'.’ 4 Jth. 1, Semua MENT ER I
Lampivan: - , St e
Perihal : Undang2 pensiun,- berhentikan pegawal Negeri,
SYRAT-BEDARAN,
A Seperti diketehul, maks pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai

berlaku Undang-undang No,20/1952, tentang pensiun pegawai Ne-
. geril sipil,-

e lengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan?
penting dari ketentuand jang berlaku sebelumnja, a,l. mengenai
, golongan? pegawel jang kini berhak menerima pensiun,-

B Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat
pada wek tu merundingkannja Undang2 itu, maka jang berhak atas
pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawal Negeri tetap dan se-
mentara, Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "semen-
tara® tadi, mengingat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-
kata: jang dipergunskan oleh pengusul amendemen, adalah mereka
"jang menduduki djabatan organiek", Seperti diketahui, maka arti-
nja "djabaten orgeniek" itu, ialah suatu djabatan jang telah dite~
tapkan dalay peraturan gadjl jang berlaku dan termasuk formasi

-, jang telah ditentukan oleh fementerian/Djawatan jang bersangkutan,

li. Berhubung dengan itu, make istilah "pegawai sementara" menurut
pesal 1 Undang2 pensiun i1tu berarti: seorang pegawai jang telah
diangkat dalam suatu dj batan, jang telah ditetapkan dalam, dan
diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, (jaitu pada
waktu sekarsng ialsh P.G.P.) dan jang djabataanja termasuk fors
masi pegawai Jjang telsh ditentukan., Dengan demikian, maka dalam

. istiiah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk: g

a.pegawal bulanan :

b.pegawal/pekerdja harian -

c.pegawai/pekerdja jeng diberi upah menurut djumlah djam mereka

* bekerdja : ' :

demereka - jang digadji menurut peraturan upah setempat,

e.pegawal pensiunan jang dipekerdjakan kemball dan jang menerima
terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)

5.  Tldak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut
Unideng?2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas
ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah
diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelege), Jjang
dimeksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi sematjam
pénsiun., ; :

6. Meskipun sebenarnja tidak perlu ditegaskan liagi, akan tetapl
untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka jang
dipekerd jakan atas swatu perdjandjian~bekerdja berdasar hukrn

- gipil, tidak termasuk istilah pegawal sementara menurut Undang-
" undang pensiun, - :

To



Te Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1
Undang~undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedu-
dukan pegawal sementara. Semua peraturan? mengenai kedudukan
pegawai sementara, (ketjuall jang berhubungan dengan haknja
jeng sekarang diberikan ates pen31un) djika tidak ada peneta-
pan lain, terus berlaku,- '

MENTEKI URUSAN PEGAWAI,
ttd,
(8o R 08 05,

e s S, e e Ny) e v e

+) Hal ini berarti, bahwa pegawail penSLunan, jang dipekerd jakan
kembali Lerdasar pasal 8 ajat l¢ dari P.G.P., tidalk otomatis
dapat mempertinggl dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka
sebelumnja harus diangkat kembali dalam djabatan tetap, me-
nurut surat-edaran Derdana—henterl tanggal 9 Djanuari 1951
No.ly53/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan selu~
ruhnja dalam P.G.P. sebagal pegawal sementara.-

- Untuk salinan jeng sama bunjinja. -
Kepala sub bagian {kéip/ukspedisi KeDoNo

(M.Kast alanie Adiw1dja3a)la,




KEMENTERYAN DiLAM NEGERI

D J:;\KL.RTA [
b e S === ISR
Kepada
1, Semua Gubernur,
2. " Residen/Residen Koordinator,
ﬁn " Bupa 3 7 »
« N Wall Kota,
2; "  Direktur Kursus Dinas B,
« Kepala Dasrah Istimewa Jogjakarta,
T« Biro Pendidikan Mahasiswa di
Jogjakarta.
No.U.P.22/71/L0. Tanggals 15  Mei 1953,- Lampirant 1 bendel,

Perihal: Usul penindjauan kembali P,F. Nr.l9 tahun 1952
berhubung dengan U.U, Nr.20/1952.

Menjambung surat kemi tgl. 3 Djanuari 1953 No.UP.22/1/29,
bersama ini dikirimkan salinan surat Menteri Keuangan tgl.20 April
1953 No.71808/U.P. berikut lampiran2nja tentang hal jang tersebut

pada pokok surat ini jang ditud jukan kepada Perdana Menteri, untuk
dimaklumi . , =

/ A«n)} Menteri Dalam Negeri, /
17 K a \Bagian Pegawei ,

lw«w*~a~A<::; _— =
M.A.Muchtar)le,




Salinan,

MENTERT KEUANGAN REPUBLIK INDONLSIA

DJAKARTA.
--------------------------- Djakarta, 20 April 1953.-
No,71808/U.F.
Lemplran: 3, : :
"Perihal §¢ Usul penindjauan kembali P.P. Kepada
Nr.19 tahun 1952 berhubung de- Perdana - Menteri
ngan U, U, Nr,20/1952. " odl
DJAKARTS
AMAT SEGER{f.
1. ‘Bersama ini diminta dengan hormatb perhatian Saude-
rs untuk hal tersebut dibawah ini, _
Pl Menurut pasal 1 ajat (1) huruf a, P.F. Nr.19 tahun

1952. (Lembaran Negara Nr.25), tentang pemberian pensiun ke-
pada djanda dan tundjangan kePada anak jatim piatu pegawal
Negeri, jang dimaksud dengan "pegawal " menurut’ peraturan
tersebut ialah "pegawal Nege:l menurut Peraturan Pensiun
Pegawail Negeri S8ipil jang berlaku",

- "pogawail Negeri"™ seperti dimaksud diatas adalah
pegawal dalam djabaten Negeri totap, kerena Peraturan Pen-
sTun Pegawal Negeri Sipil Jjang berlaku pada saat itu ha-
njalah mengenai pegawai Negeri tetap, djadi tidak ter-
masuk pegawal sementara,

l. Kemudian dengan Undang2 Nr,.20 tahun 1952 (Lemba-
ran Negeri Nr,7l.) ditctapkan peraturan baru mengenal pem-
berian pensiun kepada bekas pegawail Negeri sipil, jang
berlaku mulai Undang2 tersebut ddundangkan (tanggal 21-10-
1952). Dalam Undang2 ini jang dimaksud dengan pegawal Ne-
geri ialah pegawal ang diangkat sebagai pegawai Negerl
tetap dan sementara ipasal 1 Undang2 tersebut). 7

B Pada penetapan Undang2 tersebut tidaklah diperha-
tiken maksud dan tudjuan P.F. Nr,19/1952 tersebut diatas,
sehingga dengan adanja tafsiran mengenai pegeawai Negerl se-
perti tertjantum dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952 itu,
djanda dan/atau ariak jatim piatu pegawal Negeri sementara
seolah-oleh dengan sendirinja akan berhak pula atas pem-
berian pensiun djanda cq. tundjangan jatim piatu, padahal
pemberian pensiun ¢q. tundjangan serupa itu tidaklah di-
maksud oleh P.P, Nr,19/1952,

by *  Berhubung dengan itu maka dengan surat-edarannja
tanggal 11 Nopember 1952 Nr.M.25-33%-27/iw.21l-L2 (ajat 7)
oleh Menteri Urusan Pegawal pun ditegaskan, bahwa keten-
tuan dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952, tidaklah membawa
perubahan2 lain dalam keduduken pegawal sementara. Semua
peraturan mengenai kedudukan pegawal sementara (ketjuali
jang berhubungan d engan hak jang sekarang diberikan atas
pensiun), djike tidak ada penetapan lain, terus berlaku,

T« Kemudian d ongan suratnja tanggal 7 Maret 1953 Nr,
A,25-12-30/4aw,55-3%9 kepada Kepala. Djawatan Perbendaharaan
dan Kas2 Negeri, sebagal djawaban atas surat Kepala Djawa-
tan tersebut tanggal 9-12-1952 Nr.3077L41/PKN,. jang mesing2
salinannja terlampir bersema ini, oleh Menterl Urusan Pega-
wal dinjatakan, tbahwa mulai berlakunja Undang2 Nr.20/1952,
jaltu 1-10-1952, dalam istilah "pegawai Negeri menurut P.FP,.

* Nr.19/1952", termasuk pegawal Negeri tetap dan pegawai Ne-
~gerl sementara, seperti termuat dalam pasal ndang T
5071952!<{gn oleh karenanja dari pegawal Negeri ssementara



8. Terhadap tafsiran demikian itu saja merasa sangat
keberatan. Bukan itu jang dimaksud semula oleh F.f, Nr.,19/
1952 tersebut karena sebagaimana telah diuraikan diatas ©,P.
itu hanja berlaku bagi pegawai Negeri tetap. Dengan berlaku-
nja P,P,Nr,19/7952 terhadap djanda cq. anak jatim piatu
pegawai Ncgerl sementara, akibatnja bagl keuangan Negara ti-
dak dapat didugackan dan dipertanggungen djawabkan, karena
pada umumn ja untuk pengangkatan pegawail Negeri sementara
(berdasarkan U,U. Nr,20/1952, termasuk pula pegawai sementa-
ra Bangsa Asing) tidak dilakukan lebih dulu pemeriksaan ke-
sehatannja oleh Madjelis Pengudji Kesehatan,

9. Berhubung dengan uraian diatas, maka kaml anggap
perlu selekas mungkin menind jau kembali P,T's Nr.19/1952 terse-

* - but diatas dan merubah sedemikian, hingga P.P. itu hanja ber-
laku bagi djanda pegawal Negerl tetap, jang berdasarkan peratu
ran pensiun jang berlaku berhak atas pensiun,

10, Achirnja ditjatat disini, bahwa sambil menunggu ke-
putusan tentang sodl tersebut dlatas, dengan kawat kami tang-

gal 2 bulan ini.Nr. 42l jang salinannja berssma ini dilam-
pirkan pula, telah dibesritahukan kepada masing2 instansi jang
bersangkutan, bahwa untuk sementara dari gadji pegawal Negeri
sementara tidak akan dipotong iuran2 guna Dana Pensiun D janda/
anak jatim piatu. '

MENTERI KEUANGAN,
dtt,.
Sumltro Djo johadikusumo,

Coce 1o Menteri Urusan Pegawai,
2, Dewah Pengawas Keuangan,
o Semua Kementerian (Ketjuall Kem,Ur.Pegawal),

« Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2
Negeri, )

" Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagisu Arsip/Ekspedisi:KDN,
e :




=7 S AL INADN.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAIL.
....... o e e e e e "~ Djakarta, 7 Maret 1953,-

Noe $ A.25-12-30/AW.55=390,

Pcrihal : Istilah Pegawai Ncgeri
menurut Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1952.-
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Kepada
Kepala Djawatan Perbcndo-
haraan dan Kas2 Necgori

diD jJakarta.

1, Menarik surat Saudara tanggal 9 Desembor 1652 No.
207741/P.K.N. tentang hal tersebut diatas, berssma ini
dipsrmaklumkan dengan hormat, bahwa mulai tanggal berlakunj-
Undang-Undang No.20 tahun 1952 tentang pemberlan pensiun
kepada pcgawai Negeri Sipil, jaitu 1 Oktober 1952, maka da-
lam pengertian istilah "pegawael Negori monurut Peraturan
Pemerintgh No. 19 tahun 1952 tentang pomborian pensiun kopa~
da djanda dan tundjangan'kepada ansk jatim-piatu pegawal No-
gerl Sipil, termasuklah pegawal Neperl totap dan pegawai Ne-
gerl aementafa menurut ﬁndaﬁg-2 No. 20 tahun 1952 tersebut.
24 Berhubung dengan hel itu, maka tepatlah kesimpulan
jang termuat dalam kalimat 3 surat Saudara torscbut diatas, .~
bahwg tidek hanja dari pogawal Negeri tetap;ﬁmﬂlﬂinkanwdﬁﬁga
deri pegawal Negeri somentara haruslah dipungut selalmnja
2% iuren untuk pensiun sendiri, djuga iuran 7% dari gadji
bulenan untuk pensiun djanda dan tundjangan enak jatim-piatu
(pegawal wenita 2%) menurut kotentuan2 dalem Peraturar/No. 19
tahun 1952 tersebut. | /Ponorintah
Demikianlah agar 3audara mendjadl maklum adanja.-

Awn. MENTERI URUSAN: PEGAWAI, .

Sekretarils,
d.t.T,
( Soedirdjo ).

Tembusans

- Semua Kementorlan,

- Ketua Dewan Pengawas Keuangan,

- Direktur Kebinet Presiden,

.= Sckr.Pordana Menteril,

- Sekrectariat D.P.R. —R I.

~ Dana Pensiun di Bandung dan’ Jepwﬂkarta

- Baglan Pon31un/TundJangan K.U:Ts dil Bandunp dan JOgJakarta.

-] . Untuk salinan jang sama bunjinja.
:ﬁKupult o>ub Baglan Arsip/Ekspedisi K.D.¥.,
‘ \,\‘ g !

~( N.K,;kggyideaﬂg'T”fZT-




Nr.

SALTINAN.
Djakerta, 2 A p r 1 1 1953,-

66706 /PKN A2,
KPPER BANDUNG KPPER BANDJARMASIN

SEMARANG - PONTIANAK
JOGJAKARTA MAKASSAR
SURABAJA TOMOHON
PALEMBANG AMBOINA
PADANG SINGARADJA
MEDAN 'TANDJONGPINANG

Li2ly MENUNDJUK SEKPKN
AJAT L KALIMAT PENGHABISAN KURTER DAN BHDGN SRT MENT
URUSAN PEG TGL 7 MRT JBL NO A-25-12-30/AW 55-39 KMA
DIULANGI BHW SELAMA BELUM DITERIMA PETUNDJUK PETUNDJUK
SEPERLUNJA DARI KPKN KMA MAKA DARI PEG NEG SEMENTARA
DJANGAN - DIPOTONGKAN TIURAN IURAN GUNA DANA PENS DJANDA
TUNDJ ANAX ATIM  PIATU  TTHBS |

DAN

TGL 9 DES AP HO 302762/PKN KURBK

MNKEU
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A.n

« Menteri Keuangan

Kepala Baglan Arsip/

Ekspedisi,
d. t. t,

( Pangaloan Siregar ).

Tindasan untuk dimaklumi kepadea:

le

e

He

-

)
IE

Dewan Pengawas Keuangan di “ogor;

Direktur Kabinet Pr

Semua Kementerian,
Djawat

Sckretariat Perdana

esldan;

dge.permintaan supaja disampaikan kepadsa
ar?/Kantor2 dalam lingkungannja masing2;
Menterl;

Sekretariat D.P.E, R.1.

Kepala K.UQP. di Dj
Direktur Kantor Dan
WkePDireksi Dana Pen
Semua Perusahaan2/D

akarta;
a Pensiun di Jogjakartsa;
siun Indonesia di Bandung;

jawatangPemerintah dengan perbendaharaan scndiri;

Kepala Djawatan Perbendsharaan Pusat Kementerian Pertahaenan

dl Djakarts;

Kepala Dinas Pensiun Militer (D.D.A.M.A.D.) di Bandung;

untuk diperhatikan
lingkungan Kementeri
Kepala Kantor Pusat
Semua Kepala K.P.T.

/

Y

sekedar mengenail pegawaiz sipil dalam
ian Pertahanan;

Perbendaharean di Djakarta;
UeKeNe

Untuk salinan Junm sama bunjinjae
Kepala Sub Bagisn Arsip/Ekspedisi K.D.N,,

(M/K. Ad%fififffl,ff;:,,,ﬂﬂ
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PEMERINTAH DAERAH KOTA KETJIL

SALDATIGA.
Bagian: U.P.
NO.U.P.Kk.l/90. SATATIGA, 28 Djanuari 1953,

Lampiran: -

Perihal : Pernjataan sebagal pegawail
Griang? No.20 in.1082 (pegavai Kepada |
g 3 Kementerian Dalam Negeri
sementara) .- (Bagian Otonomi dan Desentra-
______________________________ lisasi) Sub Bagian IV
di

Berhubung dengan surat-edaran Saudara tanggal 20 Djanuari
1953 No.Des.32/1/%, dialamatkan kepada senua D.P.D./Kepala Dae-
rah Propinsi perihal tersebut pada pokok surat ini, tembusan
surat-edaran mana kami terima langsung, maka dengan ini kami
mohon dengan hormat suka apalah kiranja Sdr. mengirimkan turu-
nan penegasan Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Djanwari 1953
No.A.23-1-20/Aw,3-38, untuk memperlengkap segala sesuatu jang
mengenal urusan Kepegawaian.

Kemudian atas pengiriman surat tersebut terima kasih

kami haturkan,-

Wali Kota Salatiga,
B/t. Sekretaris,

ttd.
(R. SOEPARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.,
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